
 
 
 

 
 
 

BUPATI SIGI 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 
 

 

PERATURAN BUPATI SIGI  
NOMOR 22 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2022 

TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN  

DAN PERDAGANGAN 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SIGI, 

 

Menimbang : a. bahwa penataan tugas, fungsi dan tata kerja perangkat 
daerah merupakan salah satu langkah untuk menata 

suatu sistem yaitu sistem pemerintahan daerah agar 
berjalan dengan harmonis dalam mencapai visi dan misi 

pemerintah daerah; 
  b. bahwa perubahan tugas, fungsi dan tata kerja dinas 

daerah disesuaikan dengan memperhatikan pedoman 

dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian 
sesuai urusan pemerintahan di daerah; 

  c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 
perlu dilakukan penyesuaian tugas, fungsi dan tata kerja 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi; 
  d. bahwa Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan peraturan perundang-undangan 
sehingga perlu diubah; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang 
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan; 
    
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

 

SALINAN 
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  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4873); 
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023  Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 
141); 

  6. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2022 tentang 
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 
Nomor 27); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG 

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS 
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN. 

 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 27), 

diubah sebagai berikut: 
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1. Angka 5 Pasal 1 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini  yang dimaksud dengan: 

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
2. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi. 
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD 

adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

4. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 
5. Dihapus. 
6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi. 

7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
8. Bupati adalah Bupati Sigi. 

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi. 
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Sigi. 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 2 
 

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :  
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan 
2. Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Perindustrian; 
d. Bidang Perdagangan; 

e. Bidang Kemetrologian; 
f. UPTD; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan 
huruf e membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

 
3. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf m dan huruf n ayat (2) Pasal 11 

diubah dan huruf i ayat (2) Pasal 11 dihapus sehingga Pasal 11 
berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 11 
  

(1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, 
mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 
perdagangan.  

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Perdagangan menyelengarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan 

dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri;  
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b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di 
bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan 

perdagangan luar negeri;  
c. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi 

perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana 
distribusi perdagangan; 

d. pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non 
perizinan usaha perdagangan; 

e. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim 

usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi 
dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data 

dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha 
mikro kecil menengah sektor perdagangan); 

f. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan 
pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah; 

g. pemantauan distribusi dan ketersediaan serta pengawasan 

pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang 
penting di Daerah; 

h. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk 
bersubsidi di Daerah; 

i. Dihapus. 
j. pelaksanaan pemetaan potensi komoditi daerah dan pengawasan 

serta pembinaan mutu produk/ komoditi; 

k. pelaksanaan monitoring mutu produk komoditi ekspor dan 
registrasi pelaku usaha komoditi ekspor; 

l. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan 
ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor; 

m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di 
bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan 
perdagangan luar negeri; 

n. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan 
perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar 

negeri; dan 
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 
4. Setelah Bagian Keempat Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni 

Bagian Kelima dan di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) 
pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  
 

Bagian Kelima 
Bidang Kemetrologian 

 

Pasal 12A 
 

(1) Bidang Kemetrologian mempunyai tugas merumuskan, menyusun, 
mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 
kemetrologian meliputi pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber 
daya manusia, dan pengawasan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Kemetrologian menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang kemetrologian; 
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b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan 
di bidang kemetrologian; 

c. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, 
timbang, dan perlengkapannya; 

d. pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbang dan 
perlengkapannya; 

e. pengelolaan cap tanda tera; 
f. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan 

peralatan kemetrologian; 

g. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan 
fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di 

Daerah; 
h. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi 

sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat 
tera, dan pengawas kemetrologian; 

i. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, 

pengamat tera, dan pengawas kemetrologian; 
j. pelaksanaan pengawasan ukur, takar, timbang, dan 

perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), 
dan satuan ukuran; 

k. pelaksanaan penyuluhan kemetrologian; 
l. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal; 
m. fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau Daerah tertib 

ukur; 
n. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal; 

o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di 
bidang kemetrologian; 

p. pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemetrologian; dan 
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 12B 

 
Bidang Kemetrologian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan 

Pelaksana. 
 
 

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 13 
 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan 
pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan 

keterampilan. 
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu 
dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

kinerja organisasi. 
(3) Pemberian penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional diatur 

oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan 

kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi. 
(4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:  

a. Ketua tim; dan  
b. Anggota tim. 
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(5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berasal dari 
pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi 

dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan 
kebutuhan pelaksanaan tugas. 

(6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan penugasan 
kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

  
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 14 

 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13, terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai 
dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jumlah, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan 

kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban 
kerja. 

(3)  Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 15 
 

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional. 

 
 

8. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 

23A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 23A 

 

(1) Penyesuaian sistem kerja dilaksanakan guna mewujudkan birokrasi 
yang dinamis, lincah dan professional serta diperlukan mekanisme 
kerja antara jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan 

jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah. 
(2) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

proses dan cara kerja organisasi yang mengambarkan alur 
pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara yang dilakukan 

dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian 
dan/atau keterampilan. 

(3) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 

acuan dalam mencapai sasaran kinerja. 
(4) Ketentuan mengenai penyesuaian sistem kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal II 
 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sigi. 

 

     
       Ditetapkan di Sigi Biromaru 

       pada tanggal 31 Juli 2023 
 

BUPATI SIGI, 
 

ttd 

 
 

MOHAMAD IRWAN 

 

 
Diundangkan di Sigi Biromaru 
pada tanggal 31 Juli 2023 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI, 

 
ttd 

 
NUIM HAYAT 

 

 
     BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 22 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI 

 

RUSDIN, SH 
Pembina Tkt I 

Nip. 197212052002121007 


